
BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A.  Tinjauan Umum Tentang Problematika Hukum
Menurut Abd. Muhith istilah problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "Problematic" artinya persoalan atau masalah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) problematika adalah sesuatu hal atau persoalan yang belum terpecahkan hingga kemudian menimbulkan permasalahan. Masalah adalah sesuatu hal yang menjadi kendala atau hambatan sehingga harus dengan segera mungkin menemukan bentuk penyelesaian dari masalah tersebut atau bisa juga diartikan sebagai suatu bentuk kesenjangan antara gambaran ideal dengan kenyataan atau realitas yang pada akhirnya menyebabkan masalah. Sedangkan yang dimaksud dengan problematika adalah tidak adanya sinkronisasi antara harapan atau sesuatu yang diinginkan dalam perspektif ideal karena terbentur pada realitas sosial sehingga dibutuhkan solusi atau jalan keluar dari persoalan tersebut. 

Berdasarkan Pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksut dengan Problematika Hukum adalah segala sesuatu persoalan yang kemudian menimbulkan permasalahan hukum. Maka dari itu membutuhkan adanya bentuk penyelesaian masalah guna memecahkan persoalan hukum agar terciptanya Perspektif yang ideal di dalam tatanan realitas hukum yang ada. 
B.  Tinjauan Umum Tentang Presidential Treshold
1. Pengertian Presidential Treshold secara Terminologi
Istilah Presidential Threshold berasal dari bahasa Inggris. Secara etimologi istilah Presidential menurut Oxford Dictionary memiliki makna Relating to a President or Presidency
 jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti segala sesuatu hal yang berkaitan dengan Presiden. Istilah Threshold sendiri memiliki arti The Still of a Doorway The Entrance to a House or Building Any Place or Point of Entering or Beginning.
 Presidential Treshold memiliki definisi sebagai ambang batas atau ambang dari sebuah permulaan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ambang batas memiliki arti tingkatan atau batas yang masih bisa diterima atau ditoleransi.

Secara terminologi, Presidential Threshold adalah ambang batas dari akumulasi perolehan kursi atau suara sah dari partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) untuk bisa mengusungkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
 Presidential Threshold sendiri sebetulnya tidak diakui atau tidak dikenal dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan konsep Pemilihan Umum secara serentak yang dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada historis ketatanegaraan Indonesia sering mengalami perubahan, seiring dengan perubahan Konstitusi atau Undang Undang Dasar (UUD) dan tidak terlepas dari adanya pengaruh pergantian rezim pemerintahan.

Definisi Presidential Threshold adalah ketentuan ambang batas perolehan dari jumlah perolehan kursi di Parlemen atau jumlah perolehan suara sah secara nasional partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum untuk bisa mengusungkan calon Presiden dan Wakil Presiden.
 Presidential Threshold digunakan sebagai syarat ambang batas akumulasi perolehan kursi di Parlemen atau perolehan suara sah secara nasional bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk bisa mengusungkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dilakukan dengan cara dipilih secara langsung oleh rakyat (Direct Popular Vote) yang diselenggarakan sejak tahun 2004 setelah Undang Undang Dasar 1945 mengalami amandemen.

Istilah penggunaan Threshold biasanya identik dengan Minimum Barrier (batas minimum). Istilah ini sering digunakan untuk mengatur ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) dan ambang batas Presiden (Presidential Treshold) agar dapat bersaing mengikuti kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu).

2.   Dasar Pengaturan dan Penerapan Treshold
Berdasarkan Pemilihan Umum di Indonesia, pemberlakuan dari Threshold atau jumlah besaran minimal ambang batas yang digunakan sebagai syarat dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden telah dilaksanakan pada 3 (tiga) pengaturan yang mengatur tentang Pemilihan Umum. Pada edisi yang pertama, Electoral Threshold termaktub di dalam Pasal 39 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1999 Terkait Pemilihan Umum. Pengaturan ini dicantumkan kembali pada Pasal 143 ayat 1 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 terkait Pemilihan Umum Legislatif. Pada edisi yang kedua, Presidential Threshold termaktub di dalam Pasal 5 ayat 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 terkait Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 9 Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 terkait Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden kemudian diatur kembali dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait Pemilihan Umum. Pada edisi yang ketiga, Parliamentary Treshold termaktub di dalam Pasal 202 ayat 1 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 terkait Pemilihan Umum. Pemilihan Umum tahun 2014 tertuang di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Legislatif.

Penerapan aturan terkait Presidential Threshold sudah sering mengalami perubahan seiring dengan perubahan sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (serentak dan tidak serentak), selain itu juga karena adanya  perubahan Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Penerapan aturan terkait Presidential Threshold dilakukan sejak Indonesia menetapkan sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara serentak dengan Pemilihan Umum Legislatif dengan dipilih langsung oleh rakyat. Presidential Threshold adalah ambang batas akumulasi perolehan kursi di Parlemen atau perolehan suara sah secara nasional bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum agar bisa mengusungkan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

Presidential Threshold sendiri adalah ketentuan tambahan mengenai pengaturan terkait syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 6A ayat 2 yang menyatakan bahwa Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan sebelum penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif. Berdasarkan tekstual pada Pasal 6A ayat 2 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan ruang yang selebar-lebarnya kepada semua partai politik peserta Pemilihan Umum untuk bisa mengusungkan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

Penerapan aturan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum di Indonesia pada awalnya diatur dalam ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tertera pada Pasal 6A yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 terkait Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang setelah itu dirubah dengan ketentuan pada Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 terkait Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang pada akhirnya disempurnakan pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait Pemilihan Umum. Secara pelaksanaannya, Presidential Threshold justru melahirkan dampak negatif, seperti partai baru yang sudah lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemudian dinyatakan sebagai peserta Pemilihan Umum tahun 2019 ternyata tidak memiliki hak politik untuk bisa mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu juga dampak negatif lain dari adanya penerapan Presidential Treshold adalah hak politik warga negara Indonesia yang dicederai karena partai politik yang dipilih pada Pemilihan Umum 2014 belum tentu menjadi pilihannya pada Pemilihan Umum 2019 ataupun calon yang nantinya ingin mereka pilih batal maju disebabkan adanya aturan Presidential Threshold.

Presidential Threshold pada awalnya dijadikan sebagai acuan atau parameter bagi partai politik saling berkompetisi untuk berebut kursi di Parlemen dalam konsep Pemilihan Umum Proporsional. Sistem Pemilihan Umum Proporsional ini mengaitkan antara besaran daerah pemilihan (District Magnitude) dengan komposisi perolehan kursi partai politik di Parlemen dengan metode komposisi kuota. Secara matematis jika diperhatikan lebih dalam konsep ini menjabarkan bahwa semakin besar, besaran daerah pemilihan maka semakin kecil persentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi. Sebaliknya, jika semakin kecil, besaran daerah pemilihan maka semakin besar persentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi.

C.  Tinjauan Umum Tentang Pemilu
1. Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia

Negara Indonesia di dalam pelaksanaan Pemilihan Umum sudah dilakukan terhitung pada rezim pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, sampai Era Reformasi hingga saat ini. Pada masa pemerintahan Orde Lama Pemilihan Umum dilaksanakan pada tahun 1955 guna memilih Anggota Dewan Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pemilihan Umum tahun 1955 dilaksanakan melalui 2 (dua) tahapan yakni pada tahap yang pertama pelaksanaan pemilihan dilakukan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan di ikuti oleh 29 (dua puluh sembilan) partai politik peserta Pemilihan Umum dan individu, Pada tahap yang kedua Pemilihan Umum dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih Anggota Dewan Konstituante.

Berlanjut pada masa pemerintahan Orde Baru, Pemilihan Umum dilaksanakan secara berkala terhitung sejak tahun 1971 setiap 5 (lima) tahun sekali. Berdasarkan perjalanannya pada rezim pemerintahan Orde Baru sudah melakukan Pemilihan Umum sebanyak 6 (enam) kali, yaitu pada tahun 1971, tahun 1977, tahun 1982, tahun 1987, tahun 1992, dan tahun 1997. Pemilihan Umum pada rezim Orde baru dilaksanakan guna memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD). Sedangkan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi Negara pada saat itu. 
Berlanjut Pada Era Reformasi sampai saat ini Pemilihan Umum sudah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014 dan tahun 2019. Pemilihan Umum pada tahun 1999 dilaksanakan guna memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, (DPR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Pemilihan Umum pada edisi yang pertama dilaksanakan di awal era reformasi dengan diikuti oleh 48 (empat puluh delapan) partai politik peserta Pemilihan Umum. Melonjaknya partai politik peserta Pemilihan Umum pada saat itu diakibatkan karena Negara Indonesia baru bisa terlepas setelah 32 (tiga puluh dua) tahun lamanya terjerembab di dalam rezim Pemerintahan yang otoriter Order Baru. Terjadinya Euphoria yang sangat luar biasa didalam iklim demokrasi seakan-akan membuat pertumbuhan partai politik di Indonesia terjadi dengan begitu cepat dan instan. 48 (empat puluh delapan) partai politik yang terdaftar menjadi peserta Pemilihan Umum tahun 1999 hanya 22 (dua puluh dua) partai politik peserta Pemilihan Umum yang berhasil memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 
Pada Pemilihan Umum tahun 2004 di ikuti oleh 24 (dua puluh empat) partai politik peserta Pemilihan Umum, sedangkan pada Pemilihan Umum tahun 2009 di ikuti oleh 38 (tiga puluh delapan) partai politik peserta Pemilihan Umum dan 6 (enam) dari partai politik lokal Aceh. Menginjak pada Pemilihan Umum tahun 2014 yang di ikuti oleh 12 (dua belas) partai politik peserta Pemilihan Umum dan 3 (tiga) partai politik lokal Aceh dan terakhir pada Pemilihan Umum tahun 2019 yang lalu di ikuti oleh 16 (enam belas) partai politik peserta Pemilihan Umum dan 4 (empat) partai politik lokal Aceh. Berdasarkan Pemilihan Umum terhitung sejak tahun 2004 sampai saat ini dilaksanakan dalam rangka memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Pemilihan Umum pada tahun 2004, 2009, dan 2014 dilaksanakan secara terpisah antara Pemilihan Umum Legislatif dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Umum pada tahun 2019 menjadi edisi untuk yang pertama kalinya dilaksanakan Pemilihan Umum secara serentak (berbarengan antara Pemilihan Umum Legislatif dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden).

2. Perkembangan Pemilihan Umum di Indonesia

Terdapat 2 (dua) fungsi pada konsep Pemilihan Umum. Pertama, Pemilihan Umum sebagai prosedur dan mekanisme akumulasi perolehan suara oleh para pemilih (Votes) menjadi kursi (Seats). Prosedur dan mekanisme semacam ini kemudian biasa disebut dengan proses pelaksanaan tahapan pada Pemilihan Umum, lalu untuk bisa membedakan antara Pemilihan Umum yang bersifat Authoritarian dengan Pemilihan Umum yang bersifat Demokratis adalah terletak pada penyusunan Undang Undang terkait Pemilihan Umum yang pada dasarnya merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip demokrasi yang terdapat di Undang Undang Pemilihan Umum seperti asas-asas Pemilihan Umum, Pemilihan Umum berintegritas, dan Pemilihan Umum yang berkeadilan guna dilakukannya perumusan sebagai tolak ukur atau parameter dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum yang Demokratis.

Pemilihan Umum sebagaimana mestinya digunakan sebagai sarana penyaluran dari Deviasi atau kedaulatan rakyat. Pemilihan Umum juga merupakan Hak Asasi warga negara yang sangat prinsipiil. Maka dari itu untuk wewujudkan kedaulatan rakyat dan juga melaksanakan Hak Asasi warga negara, Pemerintah wajib melaksanakan Pemilihan Umum secara berkala.
 Pemilihan Umum sendiri digunakan sebagai sarana guna memilih Wakil Rakyat yang dipercaya untuk duduk di singgasana parlemen sebagai utusan dari Rakyat. Pemilihan Umum dilaksanakan oleh negara-negara di seluruh dunia yang menganut konsep demokrasi dalam rangka memilih anggota Parlemen sebagai utusan dari Rakyat. Sedangkan di beberapa Negara, Pemilihan Umum dilaksanakan selain dalam rangka memilih anggota Parlemen juga untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Umum pada dasarnya digunakan sebagai mekanisme pergantian kekuasaan secara berkala di dalam suatu negara. Pada negara yang menganut faham demokrasi pergantian kekuasaan biasanya dilaksanakan dengan demokratis yakni melalui Pemilihan Umum, bukan berdasarkan garis keturunan atau tradisi turun-temurun (Feodalisme).

Berdasarkan teori ketatanegaran dikenal adanya 2 (dua) konsep Pemilihan Umum yakni konsep Pemilihan secara Mekanis dan konsep Pemilihan secara Organis. Pemilihan Umum yang menggunakan konsep secara Mekanis mempunyai pengertian, Pemilihan Umum yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam rangka memilih Wakil Rakyat di Parlemen, sedangkan Pemilihan Umum yang menggunakan konsep Organis memiliki pengertian sebaliknya, Pemilihan Umum dilakukan secara tidak langsung atau tidak dipilih oleh rakyat melainkan dengan berdasarkan pengangkatan. Pemilihan Umum dengan konsep Organis sudah sangat lama tidak digunakan karena dianggap sangat tidak demokratis. Pemilihan Umum dengan konsep Mekanis kemudian dibedakan lagi menjadi 2 (dua), yakni konsep Perwakilan Distrik (Wilayah) dan konsep Perwakilan Proporsional.

Pemilihan Umum dengan konsep Distrik (wilayah) maksutnya adalah pelaksanaan dari Pemilihan Umum di bagi ke dalam distrik-distrik atau daerah-daerah pemilihan. Pembagian distrik atau daerah pemilihan sebetulnya sama saja dengan konsep akumulasi perolehan suara yang didapatkan untuk merebut kursi di Parlemen sebagai utusan dari rakyat. Pada konsep ini, setiap distrik hanya mempunyai 1 (satu) perwakilan saja sehingga konsep ini di kenal juga sebagai Single Member Constituences. Berdasarkan pada hasil proses penghitungan suara dalam Pemilihan Umum maka siapa saja calon yang mendapatkan akumulasi perolehan suara terbanyak dalam suatu distrik maka secara otomatis akan menjadi Wakil Rakyat dari distrik tersebut. Maka dari itu calon wakil rakyat untuk bisa terpilih harus berasal dari distrik dalam dan dipilih berdasarkan (Direct Popular Vote). Calon Wakil Rakyat yang berasal dari luar distrik akan kesulitan untuk bisa memperoleh akumulasi perolehan suara mayoritas dari pemilih kemudian memenangkan kontestasi Pemilihan Umum dikarenakan calon tersebut tidak dikenal oleh masyarakat dari distrik tersebut. Pemilihan Umum yang menggunakan konsep Proporsional di kenal juga dengan konsep perwakilan berimbang. Pemilihan Umum dengan konsep Proporsional dilakukan guna menghilangkan beberapa kelemahan dari Pemilihan Umum dengan konsep distrik.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah pilar penting di dalam negara yang menganut faham demokrasi dengan konsep perwakilan. Pemilihan Umum merupakan wujud nyata dari adanya demokrasi prosedural. Indonesia merupakan Negara hukum dengan Pemerintahan yang demokratis mengakui Pemilihan Umum sebagai instrumen penting demokrasi yang wajib dilaksanakan dengan cara demokratis pula.
 Indonesia sudah melakukan regulasi terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum yang tertuan pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 
Konsep pemerintahan demokrasi pada landasan filosofis adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka dari itu sudah seharusnya rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang menganut faham demokrasi. Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan pada pelaksanannya Pemilihan Umum diselenggarakan dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar. Indonesia sebagai negara yang menggunakan konsep demokrasi dapat dikatakan bahwa dalam hal memilih dan dipilih pada Pemilihan Umum adalah  Deviasi dari adanya kedaulatan rakyat yang juga merupakan bagian dari Hak Asasi setiap warga negara.
 Maka dari itu negara-negara yang menganut faham negara demokrasi sudah seharusnya melaksanakan pergantian kekuasaan secara berkala melalui Pemilihan Umum yang demokratis guna memilih calon wakil rakyat untuk mengisi kursi di Parlemen.

Pemilihan Umum sudah di akui di seluruh dunia sebagai sarana penyaluran dari adanya kedaulatan rakyat dalam bentuk partisipasi politik rakyat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum. Berdasarkan teori demokrasi minimalis, Joseph Shumpeter menjelaskan bahwa Pemilihan Umum adalah sebuah sarana yang digunakan untuk mewadahi calon wakil rakyat dari partai politik peserta Pemilihan Umum guna saling berebut kekuasaan. Tingginya tingkat partisipasi politik dari rakyat tentu akan sangat menentukan dalam keberlangsungan Pemilihan Umum. Maka Negara harus hadir untuk menjamin dan melindungi hak-hak sipil dan politik warga Negara pada ajang kontestasi Pemilihan Umum seperti yang tertera di dalam Konstitusi.
 Sedangkan menurut A. S. S. Tambunan, Pemilihan Umum adalah sarana dari wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat yang memiliki hakekat berupa pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik warga negara dan juga bagian dari pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil rakyat guna melaksanakan jalannya Pemerintahan.

Pasal 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pemilihan Umum untuk selanjutnya disingkat (Pemilu) adalah instrument penting dari adanya kedaulatan rakyat dalam rangka memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemudian juga dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. 
3. Azas Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan Umum di Indonesia diselenggarakan dengan berdasarkan kepada Azas LUBERJURDIL yang berarti singkatan dari (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil) di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Umum di Indonesia jika mengacu kepada Pasal 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait Pemilihan Umum diselenggarakan dengan berdasarkan kepada asas LUBERJURDIL, Langsung artinya setiap warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih memberikan suaranya secara langsung tanpa melalui perantara atau tanpa diwakilkan, memilih sesuai dengan hati nuraninya. Umum artinya setiap warga negara Indonesia yang telah 
memenuhi syarat berhak untuk ikut dalam Pemilihan Umum tanpa adanya diskriminasi membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, pekerjaan, maupun status sosial lainnya. Bebas artinya setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih bebas untuk menentukan pilihannya dalam Pemilihan Umum tanpa ada tekanan dari pihak manapun, dan di jamin keamanannya untuk dapat memilih sesuai dengan hati nurani. Rahasia artinya setiap warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih dijamin kerahasiaan atas pilihannya, tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun. Jujur artinya pada pelaksanaan Pemilihan Umum yakni seluruh pelaksana, aparat pemerintah, peserta Pemilihan Umum, pengawas Pemilihan Umum, pemantau Pemilihan Umum, pemilih, dan semua pihak yang berkaitan dengan Pemilihan Umum harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang Undangan yang berlaku. Adil artinya setiap pemilih dan peserta Pemilihan Umum harus mendapatkan jaminan keadilan dan perlakuan yang sama, terbebas dari kecurangan pihak manapun dalam pelaksanaan Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum menjadi bagian dari instrumen penting dalam memenuhi 3 (tiga) prinsip pokok demokrasi pada pemerintahan yang berbentuk Republik, yakni kedaulatan rakyat, Legitimasi pemerintahan dan pergantian pemerintahan secara berkala. Pemilihan Umum menjadi bagian dari perwujudan demokrasi, juga merupakan ajang atau mekanisme dari proses pergantian pemerintahan secara berkala dengan damai dan tertib. Maka proses dari pergantian pemeritahan pada suatu Negara diharapkan bisa berjalan dengan baik dan lancar.
 Proses penyelenggaraan Pemilihan Umum menjadi ajang penyaluran Hak Asasi warga negara yang sangat prinsipiil. Maka dari itu pelaksanaan Hak Asasi warga negara menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah dalam rangka menjamin terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkeadilan sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945.

D.  Tinjauan Umum Tentang Konstitusi
1. Pengertian Konstitusi secara Terminologi
Istilah konstitusi sebetulnya dikenal sejak zaman Yunani Kuno, terdapat pada Konstitusi Athena. Keberadaan Konstitusi Athena pada waktu itu dipandang sebagai alat demokrasi yang paling sempurna,
 pada masa kekaisaran Romawi. Istilah Konstitusi di dalam Bahasa Indonesia biasa digunakan untuk menyebut The Act of Legislation by Emperor.
 Istilah Konstitusi memiliki 2 (dua) makna yakni, seluruh ketentuan dan pengaturan terkait Ketatanegaraan pada suatu Negara (Undang Undang Dasar). Undang Undang Dasar untuk selanjutnya disingkat (UUD) di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peraturan yang digunakan sebagai dasar pembentukan bagi semua Undang Undang atau peraturan lain yang berada dibawahnya pada suatu negara untuk mengatur bentuk, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan wewenang dari badan pemerintahan.
 Sedangkan di dalam kepustakaan Belanda istilah Konstitusi dikenal juga dengan sebutan Grondwet atau Undang Undang, yang dijadikan sebagai dasar atau sumber dari segala sumber hukum.

Gagasan ini sesuai dengan disampaikan oleh Hans Kelsen berkaitan dengan Konstitusi. Menurut Hans Kelsen, Konstitusi merupakan hukum fundamental suatu Negara atau dasar dari tatanan hukum nasional, Konstitusi juga menjadi sumber validitas norma hukum nasional.
 James Bryce melalui perspektif politik mendefinisikan Konstitusi sebagai kerangka politik yang terorganisasi dengan berdasarkan hukum yang didalamnya mencakup kelembagaan negara beserta fungsi dan wewenang lembaga Negara tersebut. CF Strong juga ikut mendefinisikan Konstitusi, menurutnya Konstitusi merupakan kumpulan prinsip-prinsip yang dijadikan acuan dalam mengatur mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak warga Negara, dan hubungan antara pemerintah dengan warga negara. Kedua ahli tata negara ini melalui tradisi hukum Common Law yang di representasikan untuk lebih menekankan kepada Rights atau hak warga negara.

2. Fungsi dan Kedudukan Konstitusi dalam suatu Negara

Konstitusi memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Komisi tentang Konstitusi terkait perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa kedudukan dan fungsi konstitusi, sebagai berikut:

1. Konstitusi memiliki fungsi sebagai Dokumen Nasional yang berisikan perjanjian luhur berisi kesapakatan-kesepakatan terkait politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan Negara.

2. Konstitusi sebagai piagam kelahiran dengan lahirnya Negara baru, Konstitusi juga berarti sebagai sebuah bukti dengan adanya pengakuan masyarakat internasional terhadap suatu Negara, termasuk di dalamnya untuk menjadi bagian dari anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Maka dari itu, sikap kepatuhan dari negara terhadap hukum internasional ditandai dengan adannya ratifikasi hukum terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

3. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi, Konstitusi juga di dalamnya mengatur maksud dan tujuan dari terbentuknya suatu negara dengan sistem administrasi melalui adanya kepastian hukum yang tertuang pada pasal-pasal, unifikasi hukum nasional, dan Social Control yang memiliki fungsi sebagai legitimasi atas berdirinya lembaga-lembaga Negara termasuk ketentuan terkait pemisahan kekuasaan antara badan Legislatif, Eksekutif, dan Yudisial. Konstitusi sebagai sumber hukum tidak saja hanya berfungsi sebagai a Tool of Social Engineering dan Social Control, melainkan juga sebagai upaya untuk merespon secara kritis terhadap tantangan perubahan zaman.

4. Konstitusi sebagai indentitas nasional dan lambang persatuan, Konstitusi merupakan sarana dalam memperlihatkan beragam nilai dan norma dari suatu bangsa dan negara, seperti simbol demokrasi, keadilan, kemerdekaan dan negara hukum yang menjadi dasar untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan dari suatu negara. Konstitusi pada suatu negara diharapkan bisa menyatukan pemahaman dan pemikiran masyarakat dengan pemerintah sehingga memperlihatkan adanya nilai identitas kebangsaan, persatuan dan kesatuan, perasaan bangga dan kehormatan sebagai bangsa yang bermartabat. Konstitusi juga diharapkan mambu memberikan pemenuhan hak-hak dari segi sosial, ekonomi dan kepentingan politik. Konstitusi tidak saja mengatur pemisahan kekuasaan pada ranah Legislatif, Eksekutif, dan Yudisial akan tetapi juga mengatur terkait (Cheks and Balances) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

5. Konstitusi merupakan alat dalam membatasi kekuasaan, Konstitusi memiliki fungsi untuk membatasi kekuasaan, mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang senantiasa berubah-ubah, serta melakukan upaya untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (The Power of Abuse). Berdasarkan penjelasan diatas, maka menjadi begitu penting untuk diperhatikan bagaimana pengaturan dan penerapan pasal-pasal di dalam konstitusi guna mengakomodir terkait materi muatan pokok sehingga bisa menghindari terjadinya intepretasi yang berbeda.

6. Konstitusi merupakan alat dalam melindungi Hak Asasi Manusia dan kebebasan warga Negara, Konstitusi juga memiliki fungsi untuk menghadirkan perlindungan dan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia dan Hak Kebebasan Warga Negara. Hal ini bagian dari implementasi pada suatu negara hukum dengan prinsip Equality Before the Law, Non Diskriminatif, keadilan hukum (Legal Justice) dan keadilan moralitas (Social and Moral Justice).

E.  Tinjauan Umum Tentang Hirarkis Peraturan Perundang Undangan
1. Pengertian Hirarkis Peraturan Perundang Undangan secara Terminologi
Berdasarkan teori Perundang Undangan dikenal beberapa asas dalam proses pembentukan Undang Undang antara lain adalah Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti, aturan yang bersifat khusus atau berkedudukan lebih tinggi lebih diutamakan dari pada aturan yang bersifat umum atau berkedudukan lebih rendah.
 Peraturan Perundang Undangan pada awalnya merupakan proses dari pelaksanaan suatu Negara/Pemerintah guna mencapai keadilan dan ketertiban dalam berbangsa dan bernegara seperti yang tertera di dalam Konstitusi.

2. Hakikat Hirarkis Peraturan Perundang Undangan
Berdasarkan Hirarkis Peraturan Perundang Undangan mengandung prinsip sebagai berikut: 
1. Peraturan Perundang Undangan yang kedudukannya lebih tinggi dijadikan sebagai landasan atau dasar hukum terhadap Undang Undang atau peraturan yang berada dibawahnya.
2. Peraturan Perundang Undangan yang tingkatannya lebih rendah termasuk muatan materiil atau pasal pasal di dalamnya  harus mengacu kepada Peraturan Perundang Undangan yang tingkatannya lebih tinggi. 

3. Muatan materiil dari Peraturan Perundang Undangan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi tingkatannya. 

4. Peraturan Perundang Undangan hanya bisa dicabut, diganti atau diubah hanya dengan Peraturan Perundang Undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau paling tidak sama tingkatannya. 

5. Peraturan Perundang Undangan yang sejenis jika memuat aturan yang sama, maka peraturan yang terbaru harus di berlakukan meskipun tidak secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut. Selain itu, peraturan Perundang Undangan yang memuat aturan bersifat khusus harus diutamakan dari Peraturan Perundang Undangan yang bersifat umum. Konsekuensi penting dari prinsip-prinsip di atas merupakan keharusan untuk diberlakukannya mekanisme yang bersifat menjaga dan menjamin agar prinsip tersebut tidak dilanggar.

Pasal 7 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 memuat terkait Hirarkis Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah sudah menyepakati terkait Rancangan Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan menjadi Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum Negara Indonesia. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum fundamental dalam pembentukan Peraturan Perundang Undangan.
 
Berdasarkan sejarah bahwa konsep dasar hukum di Negara Indonesia, Peraturan Perundang Undangan bersifat secara tertulis yang kemudian disusun dalam suatu tingkatan yang disebut Hierarki Peraturan Perundang Undangan pada Memorandum DPR-GR yang ditetapkan pada tanggal 9 Juni 1996, diresmikan oleh MPRS dengan Ketetapan MPRS Nomor.XX/MPRS/1966 juga oleh MPR dengan Ketetapan MPR Nomor.V/MPR/1973 Lampiran II tentang Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia menurut Undang Undang Dasar 1945 dalam huruf A disebutkan tata urutan Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia yang tersusun pada Hierarki Peraturan Perundang Undangan menurut TAP MPRS Nomor.XX/MPRS/1966.
Tabel 1

Hirarki Peraturan Perundang Undangan Menurut TAP MPR Nomor.XX/MPRS/1996

	Hirarkis Peraturan Perundang-Undangan menurut

Tap MPRS No.XX/MPRS/1966 :

	Undang-Undang Dasar 1945

	Ketetapan MPRS/MPR

	Undang-Undang/Perppu

	Peraturan Pemerintah

	Keputusan Presiden

	Peraturan Menteri

	Instruksi Menteri


Tabel 2
Hirarki Peraturan Perundang Undangan Menurut

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019

	Hirarkis Peraturan Perundang-Undangan 

(Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019):

	Undang-Undang Dasar 1945

	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

	Undang-Undang/Perppu

	Peraturan Pemerintah

	Peraturan Presiden

	Peraturan Daerah Provinsi

	Peraturan Daerah Kabupaten/Kota


Hirarkis Peraturan Perundang Undangan di atas menegaskan bahwa tingkatan mana yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pada peraturan-peraturan dibawahnya agar tidak saling bertentangan. Hirarkis Peraturan Perundang Undangan diatas juga mengandung beberapa konsekuensi hukum diantara, dimana peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang Undangan yang tingkatannya lebih tinggi. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan dinamisasi politik yang terus bergejolak dan berkembang hingga pada akhirnya Hirarkis Peraturan Perundang Undangan disempurnakan di dalam pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait Pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 15 tahun 2019 terkait Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.
F.  Tinjauan Umum Tentang Demokrasi Prosedural Dan Demokrasi Substantif
1. Sejarah lahirnya Demokrasi

Berdasarkan sejarah tepatnya pada sekitar 500 tahun silam sebelum Masehi. Sejarah demokrasi diawali ketika terdapat sekelompok kecil manusia di Yunani dan Romawi yang mulai mengembangkan sistem pemerintahan untuk kemudian ternyata memberikan dampak yang cukup besar bagi publik untuk ikut serta dalam membuat keputusan. Lahirnya perkembangan yang paling penting bagi sejarah demokrasi dalam berbagai literatur telah terjadi di Eropa. Pada masa Yunani Kuno terdapat sebuah tempat berkumpul dengan jumlah ratusan manusia pada kota yang bisa dikatakan merdeka namun dikelilingi daerah pedalaman. Negara Yunani pada waktu itu merupakan gambaran tentang sebuah kota atau polis (didalam bahasa Yunani). Sebuah kota yang sangat berbeda tentunya dengan ciri khas negara-negara modern pada saat ini.

Beberapa negara demokrasi di jaman Yunani Kuno, yang paling terkenal adalah Athena. Pengaruh Athena cukup besar dan kuat terhadap perkembangan partisipasi demokrasi warga Negara pada saat ini. Sekitar 507 (lima ratus tujuh) tahun yang lalu sebelum Masehi, Athena memiliki sebuah sistem pemerintahan kerakyatan yang berlangsung selama 2 (dua) abad lamanya sampai akhir tahun 321 (tiga ratus dua puluh satu) tahun yang lalu sebelum Masehi. Athena pada saat itu harus tunduk di bawah kekuasaan Macedonia selama beberapa tahun dan kemudian harus dipaksa tunduk kembali di bawah kekuasaan Romawi. Pemerintahan Athena merupakan sebuah tempat atau majelis dimana seluruh warga negara kota berhak untuk ikut serta memilih secara langsung anggota perwakilan sebagai utusan dari rakyat. 
Warga Athena pada saat itu melakukan musyawarah melalui undian dengan persyaratan bahwa semua warga negara bisa ikut dan memiliki peluang menjadi perwakilan rakyat jika memenangkan undian. Begitu juga yang terjadi di Roma terletak di semenanjung Italia. Praktik demokrasi di Roma pada saat itu diawali bersamaan dengan Yunani. Orang Yunani menyebutnya sebagai Polis atau negara kota, berbeda dengan orang Romawi yang mengatakan sistem pemerintahan mereka sebagai Republik yang memiliki makna Res di dalam bahasa Latin adalah kejadian atau peristiwa kemudian Publicus yang berarti publik atau masyarakat. Jika dimaknai secara eksplisit maka yang dimaksut dengan Republik adalah sesuatu yang menjadi milik rakyat.

Eropa menjadi tempat lahirnya gagasan-gagasan pencerahan pada suatu masa yang disebut sebagai Renaissance, setelah suatu masa kegelapan pada zaman pertengahan yang dikenal sebagai The Dark Middle Age. Ketika pada saat itu penguasa dan koleganya termasuk agamawan berkomplot dalam rangka menegakkan kekuasaan tirani. Kemudian mulai melahirkan intelektual-intelektual yang mempertanyakan dan memberikan penjelasan terkait kebebasan manusia beserta hak-haknya dalam bernegara. Pada masa itu lahir pemikir-pemikir yang mulai memikirkan posisi publik dan juga rakyat yang berkaitan dengan pemerintahan dalam bernegara. Terdapat nama-nama besar seperti Nicollo Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes, John Locke, Baroride-Montesqueu, Jean Jacques Rousseau dan lain-lain. Nama-nama besar tersebut dicatat kemudian menjadi pemikir dan penggerak yang melakukan kajian atas relasi rakyat dan negara.

Demokrasi sudah diterima hampir semua bagian pemerintahan di seluruh dunia tanpa terkecuali, bahkan pemerintah-pemerintah yang bersifat otoriter sekalipun mengakui dan menggunakan atribut demokrasi dalam menggambarkan pemerintahan mereka. Demokrasi pada dasarnya merupakan seperangkat gagasan dan prinsip terkait kebebasan namun juga memuat tentang seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan berliku.
 Indonesia sebagai negara hukum dijadikan sebagai suatu kerangka kenegaraan yang dimuat dalam ketentuan hukum positif yang berlaku dan berkeadilan kemudian tersusun pada Konstitusi dengan konsekuensi hukum setiap warga Negara dan pejabat publik wajib untuk tunduk pada hukum yang berlaku. 
Sehingga setiap warga Negara dapat diperlakukan dengan setara tanpa membeda-bedakan warna kulit, ras, gender, agama, daerah, kepercayaan serta status sosial lainnya. Wewenang yang dimiliki oleh pemerintah dibatasi oleh prinsip distribusi kekuasaan sehingga pemerintah tidak bisa dengan sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, karena itu diberikan peran yang sesuai dengan kemampuan kepada rakyat untuk melahirkan iklim yang demokratis.
 Reformasi dibidang Hukum yang terjadi sejak Tahun 1998 telah diformalkan melalui pranata perubahan Undang Undang Dasar 1945. Semangat perubahan Undang Undang Dasar 1945 adalah mendorong terbangunnya struktur ketatanegaraan yang lebih demokratis.
 

Bangsa Indonesia serta Bangsa-Bangsa lainnya sudah barang tentu memiliki gagasan dan cita-cita luhur sesuai dengan situasi kondisi dan watak bangsa yang bersangkutan.
 Mengingat bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari berbagai ragam kumpulan dan kelompok (Ras, Etnis, Agama, Budaya dan status sosial lainnya) yang  kemudian bersepakat untuk membentuk suatu Negara. Maka Negara sudah seharusnya mengambil peran dan mengakomodir seluruh aspirasi warga negara termasuk juga didalamnya kelompok minoritas. Secara konsepsional Negara Indonesia sebetulnya mempunyai prinsip dan visi kebangsaan yang begitu kuat. Visi kebangsaan Indonesia tidak saja bisa mempersatukan keberagaman warga negara dalam keterbaruan komunitas politik bersama, tetapi juga bisa menghadirkan kepastian bagi keragaman komunitas untuk tidak terlepas dari akar tradisi dan kesejarahannya masing-masing.

2. Pengertian Demokrasi secara Terminologi
Penggunaan istilah demokrasi pada awalnya digunakan dan berasal dari bahasa Yunani kuno, yang berarti Democratia. Demos berarti rakyat, sedangkan Kratos berarti pemerintahan. Plato yang mengemukakan konsep demokrasi untuk pertama kali sekitar pada tahun 427-347 yang lalu sebelum Masehi memiliki nama asli Aristocles. Demokrasi menurut Plato pada saat itu adalah sebuah konsep pemerintahan yang bisa dan hanya di kelola oleh para Filosof. Menurut Plato bahwa hanya para Filosof yang mampu melahirkan gagasan kemudian untuk mengetahui bagaimana memilih hal antara yang baik dan buruk untuk masyarakat.

3. Pengertian Demokrasi Substantif

Mengacu pada prinsip Demokrasi Substansial yang beberapa diantaranya merupakan jaminan kebebasan ata individu dan perlindungan hak-hak sipil warga negara dalam konteks Pemilihan Umum meliputi kebebasan dalam memilih. Menurut teori Demokrasi Klasik, Pemilihan Umum merupakan suatu Transmission of Belt, sehingga kekuasaan yang Pada awalnya berasal dari rakyat kemudian bisa beralih menjadi kekuasaan Negara yang menjelma dalam bentuk wewenang pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat. Pemilihan Umum kemudian menjadi sarana penghubung saluran antara Infrastruktur politik dengan Suprastruktur politik yang telah dimuat di dalam konstitusi.
 

Demokrasi yang kemudian berkembang adalah demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan pada dasarnya menempatkan kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan rakyat hanya saja dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan cara perwakilan, sehingga demokrasi pada saat itu menjadi demokrasi perwakilan. Maka dari itu, pada saat ini dalam iklim negara demokrasi pasti selalu ada lembaga perwakilan rakyat yang diatur pada ketentuan Konstitusi atau Undang Undang Dasar Negara yang bersangkutan.

4. Pengertian Demokrasi Prosedural

Demokrasi Prosedural dalam Pemilihan Umum jika dikaitkan terdapat nama lainnya yakni Demokrasi Elektoral, Pemerintahan pada iklim demokrasi prosedural dipilih secara langsung oleh rakyat. Demokrasi Elektoral adalah wujud nyata pelaksanaan dari prinsip demokrasi prosedural yang hanya sebatas dari formalitas belaka. Pada pengertiannya jika ditelisik lebih jauh dan mendalam terdapat hal yang lebih penting dari sekedar formalitas belaka seperti prosedur Pemilihan Umum yang sudah disampaikan melalui pandangan umum terkait demokrasi. Hampir seluruh negara di dunia mengakui diri sebagai sebuah negara demokrasi. Negara yang menganut konsep demokrasi pada pelaksanannya rakyatlah yang menjadi pemimpin dan memerintah serta dalam pengambilan keputusan secara bersama-sama dalam suatu majelis yang di ikuti oleh seluruh rakyat. Menurut Mac Iver, jika berdasarkan praktik demokrasi seperti itu hanya mungkin di jalankan oleh negara yang wilayah dan juga jumlah penduduknya sangat kecil dan bersifat homogen. Pada perkembangannya dalam iklim demokrasi untuk melibatkan rakyat secara langsung di dalam pemerintahan saat ini tidaklah mungkin dilaksanakan.

Anggota lembaga perwakilan rakyat dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum. Maka dari itu sebuah negara yang mengakui diri sebagai negara demokrasi, maka menyelenggarakan Pemilihan Umum merupakan suatu keniscayaan. Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan dari kedaulatan rakyat.
 Selain Demokrasi Prosedural dan Demokrasi Substantif terdapat juga Demokrasi Langsung dan Demokrasi tidak langsung. Pada iklim Demokrasi langsung setiap warga Negara dimungkinkan untuk ikut serta terlibat secara langsung di dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sedangkan Demokrasi tidak langsung menggunakan Sistem Perwakilan, yang berarti warga negara tidak dimungkinkan untuk ikut terlibat secara langsung dalam memilih wakil rakyat karena pemilihannya menggunakan otoritas penuh dari pemerintah.
 
G.  Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia
1. Pengertian Hak Asasi manusia secara Terminologi
Istilah penggunaan Hak Asasi Manusia adalah terjemahan dari istilah Droits De l’Homme dalam bahasa Prancis atau Human Rights dalam bahasa Inggris yang berarti Hak Manusia. Pengertian Hak Asasi Manusia secara teoritis merupakan hak yang melekat pada harkat martabat manusia juga melekat kepada makhluk-Nya sebagai insan Ciptaan Allah Yang Maha Esa. Hak-hak dasar yang pada prinsipnya merupakan anugerah dari Sang Illahi. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang dimiliki oleh manusia berdasarkan kodrat yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya karena melekat pada setiap insan yang bersifat luhur dan suci.
 

Berdasarkan etimologi hak adalah bagian dari unsur normatif yang memiliki fungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan manusia, serta jaminan adanya peluang bagi manusia untuk menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan pada hal lainnya Hak Asasi Manusia adalah hak yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Penggunaan Istilah Hak Asasi Manusia snediri berasal dari istilah Droits I’Home (Prancis), Menslijkerecten (Belanda), Fitrah (Arab Saudi) dan Human Right (Inggris). Istilah Human Right pada awalnya berasal dari istilah Right of Human menggantikan istilah dari Natural Right yang kemudian oleh Eleanor Roosevelt diubah menjadi Human Right yang memiliki makna lebih netral dan universal.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka bisa diartikan bahwa Hak Asasi Manusia berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrahnya, sehingga tidak satupun mahluk dapat melakukan intervensi apalagi mencabutnya juga merupakan anugerah yang wajib di hormati, di junjung tinggi dan di lindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi terwujudnya kehormatan dan harkat martabat manusia yang natural. Hak Asasi Manusia, terdapat Hak untuk hidup yang tidak satu pun manusia mempunyai wewenang apapun untuk mencabutnya dari kehidupan manusia yang lain. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang semata-mata hanya di miliki oleh manusia. Berdasarkan hak tersebut berarti Hak Asasi Manusia di miliki bukan karena di berikan berdasarkan kepada hukum positif melainkan semata-mata karena eksistensinya sebagai manusia.
 Pada pengertian ini, meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda ia tetap mempunyai hak-hak tersebut, Maka Hak Asasi Manusia mempunyai sifat yang universal. Selain bersifat universal hak-hak itu juga tidak bisa di cabut atau di hilangkan, pada pengertian ini Hak Asasi Manusia berarti melekat pada diri manusai sebagai mahluk yang insani.

2. Sejarah Hak Asasi Manusia
Latar belakang lahirnya pemikiran tentang Hak Asasi Manusia di awali dengan adanya pendapat para ahli, sebagai berikut: 
a. Menurut Thomas Hobbes, Hak Asasi Manusia adalah jalan keluar untuk mengatasi kondisi yang disebut sebagai Homo Homini Lupus, Bellum Omnium Contra Omnes atau jika di artikan ke dalam bahasa Indonesia adalah manusia dapat menjadi serigala bagi manusia lainnya. Situasi semacam ini yang akhirnya membuat Hobbes membentuk perjanjian-perjanjian masyarakat atau dalam hal ini rakyat memberikan hak-haknya kepada para penguasa. Berdasarkan pada pandangan dari Thomas Hobbes maka dapat diartikan juga sebagai teori yang mengarah kepada pembentukan Monarki Absolut. 

b. Menurut John Locke, Manusia tidak secara absolut memberikan hak-hak individunya kepada para penguasa, karena yang di serahkan hanyalah hak-hak yang memiliki kaitan dengan perjanjian-perjanjian negara saja. Sedangkan hak-hak yang lain tetap di miliki oleh individu masing-masing. Hak Asasi Manusia melekat kepada setiap insan oleh karena itu Hak Asasi Manusia tidak dapat di ambil atau di serahkan kepada orang atau lembaga lain. Maka dari itu eksistensi negara modern dengan kekuasaan yang di miliki wajib berdasarkan kepada asumsi bahwa warga negara sudah memberikan hak-hak mereka pada suatu hubungan kontraktual.

c. Jean Jacques Rosseau Melalui bukunya Du Contrat Social menghendaki adanya suatu demokrasi, di mana kedaulatan ada di tangan rakyat. Pandangan Rousseau ini sedikit banyak di pengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Thomas Hobbes dan John Locke. Karena pada saat itu, berkembang suatu pernyataan yang merasa tidak puas dari kalangan Borjuis dan rakyat kecil terhadap kalangan raja. 

d. Karl Marx, Hak Asasi Manusia menurut Karl Marx adalah Hak kolektif antara hak sosial dan hak individu untuk bebas menyeimbangkan antara konsep liberal kebebasan individu dan konsep hak warga negara.

3. Jenis-jenis hak yang diatur dan dimuat dalam Undang Undang Dasar Negara Repbulik Indonesia Tahun 1945 sebelum Amandemen :
a. Hak pribadi/Personal Right, yaitu hak untuk hidup, hak untuk mempertahankan hidup, hak untuk memiliki kebebasan memilih dalam beragama, hak untuk berpendapat, bergerak, dan lain sebagainya. Pasal 29 Ayat 2 yang mengatur tentang Negara harus menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 28 yang mengatur tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya. Pasal 27 Ayat 2 yang mengatur tentang setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
b. Legal Equality Right/hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 Ayat 1 yang mengatur tentang setiap warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 

c. Political Right/hak untuk ikut serta dalam politik, hak untuk di pilih dan memilih dalam Pemilihan Umum. Pasal 28 yang mengatur tentang kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di atur di dalam Undang Undang. Pasal 31 Ayat 1 yang mengatur tentang setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.
4. Jenis-jenis hak yang diatur dan dimuat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan (Amandemen) :
a. Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau Non-Derogable Rights: 
1) Hak untuk hidup

2) Hak untuk tidak di siksa

3)  Hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani

4) Hak untuk beragama

5)  Hak untuk tidak di perbudak

6)  Hak untuk di akui sebagai pribadi di hadapan hukum

7) Hak untuk tidak di tuntut atas dasar hukum yang berlaku surut. 

b. Hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang meliputi : 

1)  Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat dengan lisan dan tulisan.

2) Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih.

3)  Setiap warga negara memiliki hak untuk di angkat guna menduduki jabatan-jabatan publik.

4) Setiap warga negara berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan.

5)  Setiap warga negara berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan.

6)  Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan. 

7) Setiap warga Negara berhak mempunyai hak milik pribadi. 

8) Setiap warga Negara berhak mengembangkan dirinya sebagai manusia yang bermartabat. 

9)  Setiap warga Negara berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. 

10) Setiap warga Negara berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran.

11) Setiap warga Negara berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. 

12)  Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa-bangsa.

13)  Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional. 

14) Negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut kepercayaannya itu.
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